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P U T U S A N 

Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Bgi 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan 

putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang      

diajukan oleh : 

Salimudin bin Lasiha, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Tani, tempat tinggal  di Dusun 1 Desa Panapat 

Kecamatan Bokan kepulauan Kabupaten 

Banggai laut, sebagai Pemohon; 

Melawan 

Aesa binti Katonang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Tani, tempat tinggal di Dusun 1            

Desa Panapat Kecamatan Bokan 

kepulauan Kabupaten Banggai Laut,                 

sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa 

bukti Pemohon di depan persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Register Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Bgi, tertanggal 16 Mei 2016 telah 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten 

Banggai Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor  

5/05/VI/1998, tertanggal 27 Februari 1998; 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama 

sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat 

tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Panapat, 

Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut selama kurang 

lebih 10 (sepuluh) tahun dan  terakhir Pemohon dan Termohon tinggal 

bersama di rumah pribadi di Desa Panapat, Kecamatan Bokan 

Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut selama 6 (enam) tahun; 

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua 

orang anak, masing-masing bernama :  

a. Hasriati, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun; 

b. Zulkadri, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun;  

4. Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan 

Termohon dan anak kedua dalam pemeliharaan Pemohon dan termohon; 

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap 

Termohon adalah sebagai berikut :  

5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun 

lagi sejak pertengahan bulan Januari tahun 2015, karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; 

5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan 

Termohon tersebut adalah : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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        a.  Termohon sering memukul Pemohon menggunakan kayu ketika 

terjadi pertengkaran; 

        b. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon karena 

menganggap Pemohon telah mempunyai hubungan dengan 

wanita lain ;  

   c.  Termohon kerap kali cemburu buta terhadap Pemohon;  

d.  Termohon sering mengungkit-ungkit mengenai masalah ekonomi 

rumah tangga dengan mengatakan kepada Pemohon kalau bukan 

karena harta Termohon, Pemohon tidak bisa hidup;   

5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan 

Termohon terjadi pada tanggal 7 (tujuh) bulan April tahun 2015; 

5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon 

dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 

1(satu) tahun 1(satu) bulan; 

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon  

sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk 

mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;  

7. Bahwa Pemohon  sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada  

Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan 

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  

Primer : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Salimudin bin Lasiha) untuk menjatuhkan 

talak satu raj'ie terhadap Termohon (Aesa binti Katonang) di depan sidang 

Pengadilan Agama Banggai; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum; 

Subsider : 

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan 

Termohon telah hadir di persidangan; 

 Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan 

kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi 

tidak berhasil; 

 Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya 

Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan 

wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam 

daftar Mediator di Pengadilan Agama banggai; 

 Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk 

menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama              

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui 

Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak 

berhasil sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 9 Juni 2016; 

 Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim 

memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan 

permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi 

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan; 

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah 

memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan 

membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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I.    BUKTI TERTULIS 

• Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5/05VI/1998 tertanggal                   

27 Februari 1998, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkurung, 

Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai 

dengan aslinya lalu diberi kode P; 

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon telah mengakui 

dan membenarkannya; 

II.   SAKSI - SAKSI 

1. Aumi bin Lasiha, umur 48 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SD, 

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panapat, Kecamatan              

Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah  

menerangkan  hal-hal sebagai  berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak 

kandung Pemohon; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi 

sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, penyebab perselisihan dan 

pertengkaran adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon; 

- Bahwa saksi pernah melihat kepala Pemohon berdarah, disebabkan 

Pemohon dipukul oleh Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon             

dan Termohon; 

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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2. Kisman bin Kamis, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, 

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panapat, Kecamatan              

Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah 

menerangkan hal-hal sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara 

ipar Pemohon; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi 

sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah melihat kepala 

Pemohon yang berdarah karena dipukul oleh Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon             

dan Termohon; 

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan 

pokoknya pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai serta mohon 

putusan sedangkan Termohon kesimpulannya juga secara lisan tidak keberatan 

untuk bercerai dengan Pemohon dan keduanya mohon putusan yang        

seadil-adilnya; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala 

sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan 

bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai dengan kutipan 

Akta Nikah Nomor 5/05VI/1998 tertanggal 27 Februari 1998, dan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon 

memiliki legal standing mengajukan permohonan perceraian sebagaimana 

diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan 

pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  sebagaimana yang 

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang       

Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan 

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu 

berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan 

kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina             

rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. 

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal 39 ayat (1)       

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)      

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum 

Islam, tetapi tidak berhasil; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang, bahwa selain penasehatan dari Majelis Hakim telah pula 

ditempuh perdamaian melalui mediasi, telah dilaksanakan dan berdasarkan 

Hasil Laporan Mediator tanggal 09 Juni 2016 tenyata mediasi tidak berhasil. 

Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1 Tahun 2016 tentang Mediasi; 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya 

mendalilkan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak 

rukun lagi sejak pertenghan bulan Januari tahun 2015, telah terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering memukul Pemohon, 

Termohon sering meminta cerai, Termohon kerap kali cemburu buta dan 

Termohon sering mengungkit-ungkit masalah ekonomi; 

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah 

mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan 

seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh 

Termohon secara tegas (expressis verbis) yang sesuai dengan pasal 311 jo 

313 R.Bg dianggap telah memadai, akan tetapi dalam perkara perceraian 

bukan semata-mata mencari siapa yang salah dan untuk menghindari arres 

kebohongan besar, maka Majeis Hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lain 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan 

dipertimbangkan di bawah ini; 

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 

bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah 

melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 1998 yang tercatat di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. 

Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah 
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memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang 

sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) (vide : Pasal 285 R.Bg); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan 

oleh Termohon serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan 

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa 

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu 

perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi      

masing-masing bernama Aumi bin Lasiha dan Kisman bin Kamis; 

Menimbang, bahwa saksi -saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah 

memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan 

mengenai dampak dan akibatnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 

308 dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon 

serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang ada 

kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan 

yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum 

sebagai berikut: 

▪ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah                

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten         

Banggai Laut pada tanggal 27 Februari 1998 dan belum pernah bercerai; 

▪ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama 

Hasriati dan Zulkadri; 
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▪ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015, 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; 

▪ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan 

Termohon adalah karena Termohon sering memukul Pemohon 

menggunakan kayu ketika terjadi pertengkaran, Termohon sering meminta 

cerai, Termohon kerap kali cemburu buta dan Termohon sering 

mengungkit-ungkit masalah ekonomi; 

▪ Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak     

tahun 2015 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, 

sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama; 

▪ Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada 

komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing 

sebagai suami istri; 

▪ Bahwa upaya damai telah ditempuh oleh keluarga Pemohon maupun 

Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah 

terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada 

harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Pemohon dan 

Termohon telah pecah (broken marriage); 

 Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat 

dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan 

dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam 

rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak 

dari pasangan suami istri (sesuai Yurisprudensi MA No. 38 K/AG/1990,   

tanggal  05 Oktober 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni tidak lagi mencari 

siapa yang menjadi penyebabnya), oleh karenanya Majelis Hakim tidak 
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mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan 

pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon 

dengan Termohon serta tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah 

menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, 

maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu 

kembali dalam rumah tangganya, sementara Pemohon saat ini sudah 

menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, walaupun Termohon 

keberatan diceraikan oleh Pemohon, jika dikaitkan dengan tidak berhasilnya 

keluarga mendamaikan keduanya serta usaha perdamaian baik melalui proses 

mediasi maupun yang dilakukan Majelis Hakim di persidangan, maka apa yang 

menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur’an               

Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tidak 

mungkin akan dapat  tercapai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut         

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan 

keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki 

oleh Pemohon; 

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung 

bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan hujjah dalam 

Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 

100 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut: 

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنـزاع  

عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير 

فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النـزاع 
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الخير أن تنتهى العلا قة الزوجية  خطيرا كان اوتافها فإنه من

بين هذين  الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا أخر 

 لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار  

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya 

perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan 

bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan 

perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan 

dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-

sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut 

dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah 

mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. 

Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka 

pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu 

diperoleh ketenangan dan kedamaian”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut   

di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975 jo.  Pasal 116 huruf  (f) Kompilasi  Hukum Islam, maka permohonan 

Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang          

Pengadilan Agama Banggai; 

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam   

di Indonesia menyebutkan: ”bilamana perkawinan putus karena talak, maka 

bekas suami wajib a). Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, 

baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.0086/Pdt.G/2016/PA.Bgi 
 

 

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya tidak 

menuntut mut’ah, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio 

akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut’ah 

kepada Termohon sebagimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c)      

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai 

konsekwensi bagi Pemohon dengan adanya cerai talak; 

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kewajiban mut’ah,      

Pengadilan Agama berpendapat bahwa selain didasarkan pada kepantasan 

dan penghasilan Pemohon sebagai seorang petani, pemberian mut’ah juga 

dapat menghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat 

perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat                               

DR. Wahbah Al –Zuhaily dalam kitabnya Fiqh  Al Islami wa Adillatuhu juz VII : 

Artinya : Pemberian mut’ah agar bias menghibur hati istri dan untuk 

meringankan kepedihan akibat cerai talak itu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon dan kekecewaan Termohon 

bila dicerai oleh Pemohon, dipandang patut dan wajar Majelis Hakim 

menghukum kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk 

memberikan kepada Termohon mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 

(tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84             

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaiman telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, 

maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk 

menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan 

Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.0086/Pdt.G/2016/PA.Bgi 
 

 

daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini telah berkekuatan       

hukum tetap; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)       

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan             

kepada Pemohon; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Mengizinkan Pemohon (Salimudin bin Lasiha) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Aesa binti Katonang) di depan sidang        

Pengadilan Agama Banggai; 

3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa 

uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan 

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah             

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo Bangkurung Kabupaten  

Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari 

Kamis tanggal 21 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal                        

16 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai        

Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.0086/Pdt.G/2016/PA.Bgi 
 

 

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim 

Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H.sebagai Panitera 

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan  Termohon; 

       Hakim Anggota,        Ketua Majelis, 

 

Nanang Soleman, S.H.I.                     Samsudin Djaki, S.H. 

      Hakim Anggota, 

 

 

    Dani Haswar, S.H.I.               

     Panitera Pengganti, 

                                     

            

                                     Maswati Masruni, S.H. 

 

Perincian Biaya Perkara : 

 1. Pendaftaran Rp      30.000,00 

2. Biaya Proses Rp      50.000,00 

3. Biaya Panggilan  Rp 1.000.000,00 

4. Redaksi Rp        5.000,00 

5. Materai  Rp        6.000,00 

Jumlah Rp 1.091.000,00 

Terbilang (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


